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a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan PresJden Nomor 54 
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa l'Emerintah 
dan menindaklanjuti Surat Edaran Bersama Menteri Dalam 
NegEri clan Kepala lembaga Kebijakan Pengadaan Barang 
dan Jasa Pemerintah Nomor 6/SE/KA/2012 hal Percepatan 
Pe!aksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemer1ntah maka per1u 
dltetapkan petunjuk teknis pengadaan barang/jasa 
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi; 

b. bahwa atas dasar pertfmbangan sebagalmana dimaksud 
pada huruf a di atas, Petunjuk Teknis Pengadaan Barang 
dan Jasa tersebut per1u ditetapkan dengan Peraturan Bupati 
Bekasi. 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Ungkungan 
Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950}; 

2. Undahg·Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repub(ik Indonesia 
Tahun 2004 Nornor 125, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sellagaimana telah 
beberapa kall diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerlntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844 ); 
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3. Uodang-lJndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pl:mbent:ul<an Peraturan Perudang·Undangan (Lembaran 
Negara Republik lndonesla Tahun 2011 Nomor 82, 
Tombahan Lembaran Negara Republlk Indonesia 
Nomor 5234}; 

4. Peraturan Pemerlntah Nomor 29 Tahun 2000 teotong 
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957} 
sebagaimana telah dlubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Alas Peraturan 
Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan Jasa KonstrukSi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95); 

S. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengefolaan Keuangan oaerah (Lembaran Negara ReputJlrk 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578}; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemertntilh, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupatel1{Kotil (Lembaga Negara Repubfik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara 
RepubUk Indonesia Nomor 4737); 

7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhlr dengan Peraturan Presiclen 
Republlk Indonesia Nomor 70 Tahun 20U tentang 
Perubahan Kedua Alas Peraturan Preslden Nomor 54 
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

8. Instruksi Pres;den Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 
tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsl 
Tahun 2012; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Taht.n 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Alas Peraturan Menteri Dalam 
Negerl Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentilng Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Betita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 



Dalam Peraturan lnl yang dimaksucl dengan: 
1. Pemerintah Daerah aclalah Pemerintah Kabupaten Bekasl. 
2, -Kepara Daerah adalah Bupati Bekasi. 
3. Anggaran Perldapatan clan Belanja Daerah, se!anjutnya cflsingkat APBO adalah 

rencana keuangan tahunan Pemerintah baerah yang dibahas clan disetujul 
bersama oleh Pemerintah Daerah clan DPRD, clan ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah. 

4. Sat\Jan Kerja Perangkat Daerah/lnstltusl l.alnnya, yang selanjutnya dlSebut 
SKPO/lnstltusl lain adalah instansi/instit\Jsi yang menggunakan APBO dan/atau 
AP8N. 

s. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang se!anjutnya disebut Kepala Sl<PO 
adalah Pengguna Anggaran clan/atau Barang di Ungkungan Pemetlntah 
Kabupaten Bekasl bertanggung jawab kepada Bupatl Bekasi. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

PERATURAN BUPATI BEKASJ TENTANG PETUNJUK 
TEl<NIS PENGADAAN BARANG/JASA DI UNGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN 

u. l'eraWrao Oaerah l<abupaten 8ekasi Nomcr 7 T.ahun 2009 
ter,tang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah 
Kabupatef1 Bekasi (lembaran Daerah Kabupaten Bekasi 
Tahun 2009 Nomor 7} sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Perat\Jran Daerah Kabupaten Bekasi 
Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua At:as 
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang 
Pembent\Jkan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 
Bekasi {L.embaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 
Nomor8}; 

12.Perat\Jran Bupatl Bekasi Nomor 43 Tahun 2011 tentang 
Pembent\Jkan Unit Pelayanan Teknls Dinas Layanan 
Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik pada Oinas 
Komunikasi clan Informatika Kabupaten Bekasi (Berita 
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 43); 

13. Perat\Jran Bupati Bekasi Nomor 29 Tahun 2013 tentang 
Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemel1ntah 
Kabupaten Bel<asl (Bertta Daerah Kabupaten BekaSi 
Tahun 2013 Nomor 29). 

J 



( I )-Pejabat Intl pengadaan barang/jasa terdiri atas: 
a. Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguana Anggaran (KPA) 
b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 
c. Unit Layanan Pengadaan (ULP) / Pejabat Pengadaan 
d. Panltia I Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 

(2) Pengangl<atan dan pemberttentlan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), lidak 
beri<aitan dengan tahun anggaran. 

(3) PeJabat Inti pengadaan barang/jasa narus memenuhl pe,syaratan sebagairnana 
tercantum dalam lampiran l yang merupal<an bagfan yang tidak terpisahkan 
dengan Peraturan Bupati lnl. 

(4) Bupati mehetapkar\ PA di llngkungan pemerintah Kabupafen Belcasl. 

Pasal3 
PENETAPAN PEJABAT INTI PENGADAAN BARAHG/JASA 

( 1} Peraturan Bupatl lni dlmaksudkan sebagai pedOman bagi seluruh SKPD/lnstansi 
lain di llngkungan Pemerintah Kabupaten 8el<asi dalam melaksanakan kegiatan 
di lingkup SKPD/instansi lain masing-rnasing. 

(2) Ruang Ungkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputl perenc:anaan, 
uraian tugas dan tanggung Jawab peJabat inti pengadaan barang/jasa dan 
pelaksanaan pengadaan barang/Jasa. 

Pasal 2 
MAKSUD, TWUAN DAN RUANG UNGKUP 

6. Pengguna Anggara, yang selanjt.dnya CliSel:u PA adalah Pejabat Pemegang 
Kewenangan pengglWlil1lll anggaran SKPO /lnstltusi lain. 

7. Kuasa Penggooa Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah peJabat yang 
dillSIJll<an oleb PA dan ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan 
APBD dan/atau APBN. 

8. Pe.J3bat Pembuat Komitmen yang selanjutnya dlsebut PPK adalah pejabat yang 
bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jaSa. 

9. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasl 
pemerintah yang berfungsl melaksanakan pengadaan barang{jasa di 
SKPD/institusi lain yang bersifat permanen dan melel<at pada unit kerja 
Sekretariat Daerah, Baglan AdminiStraSl Pembangunan. 

10. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian 
Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan pengadaan barang{jaSa, 

11. Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan adalah pejabat/panitla pengadaan 
yang ditetapf<an olel'I PA/'IJ'A yang bertugas memeriksa dan menerima hasil 
pekerjaan. 

12. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang pe15eOrangan yang 
menyedlakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lalnnya. 

4 



. 
< 

' 

- - 

5 

c. Lamplran Ill 
d. Lamplran IV 
e. Lampiran V 

b. l.amplran ii 

: ketentuan tugas dan tanggung Jawab pelaksana 
kegiatan organlsasl perangkat daerah di llngkungan 
Pemerintah Kabupaten 6ekaSi 

' ~ : panduan penglsjan format rencana umum pengadaan 
dan kerangka acuan kerja , 

: format berita acara pengadaan barang 
: fonnat berita acara pengadaan konstrul<si 
: format berita acara pengadaan jasa konsuttansl 

a. L.amplran I 

(1) Uraian petunjuk tel<nis pengadaan barang/jasa di lingkcngan Pemerintah 
-Kabupaten Bekasl tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang ' 

tldak terpisahkan dari Peraturan inl. ' 
(2) L.amplran sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) terdiri dari: 

PasalS 

(1) Kepala SKPD/instansl lain selaku PA/KPA mempunyai tugas dan tanggung 
Jawab secara fisik dan keuangan terhadap pelaksanaan kegiatan di Hngkup 
unit kerjanya sesual dengan DOkun\eil Pelal<Sanaan Anggaraii. 

(2) PA/KPA, ULP, PPK, Pejabat Pengadaan dan Pejabat/Panitia Penerima Hasil 
Pel<erjaan memillki tugas dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam 
lampiran I yang merupakan bagian yang tidak tefpisahkan dari Peraturan 
Bupatl lnl. 

(3) PA/t<J>A menyusun dokumen rencana pe,igadaan barang/jasa dan al<an 
menjadi bagian dari RKA. 

(4) Rencana Umum Pengadaan barang /jasa diumumkan pada saat awal tahun 
anggaran. 

(S) ULP/Pejabat Pengadaan pada prinsipnya melakukan proses petigadaan 
barang/jasa pemerintah setelah AP8D ditetapkan, narnun untuk percepatan 
proses pengadaan barang/jasa pemerintah dimaksud dapat dilakukan setelah 
Rancangan Peraturan Daerah tentang AP8D dlsetujui befsama antara Kepala 
Daerah dan DPRD. 

(6) Penert:,ltan Surat Penunjukkan Penyedia iiarang/Jasa dan penandatanganan ' 
kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, dilakukan setelah Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran disahkan. 

Pasal4 
TIJGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANA KEGIATAN 

(SJ KPA dlterapkar, <*t, Bupab Bekasi melaU Olnas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan can -. Oaerah, alas usulan Pengguna Anggaran deogan 
mempertimbangka besaran beban pel<erjaan atau rentang kendali o,ganlsasi. 

(6) Kepala Sl<PO/lnstansl laln selaku PA/l<J'A menetapkan pejabat inti pengadaan 
barang/jasa di Hngkllngan unit kerjanya masing-masing. 

{7} KPA menjabat sebagal Pejabat Pembuat Komitmen 



- 

E~AHYASIN t} .i, H' , J. 

Dltetapkan di Okarang Pusat 
pada tanggai 24 .,,,.. i>l'r 2 1:i 

f BUPATI BEKASI # 

Peraturan lnl mulal berlala.J pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahulnya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini 
dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Bekasi. 

Pasal 7 

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bekasi 
Nomor 28 Tahun 2010 tentang PetunJuk Tel<nis Pe<igadaan Barangf,)asa 
di Llngkungan Pemerintah Kabupaten Bel<asi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 
lagi. 

Pasal6 


